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GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 1., TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALGQ,

bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai upaya
mewujudkan kepemerintahan yang baik perlu penataan Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah;

bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk
menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagal
wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan pemerintah
sesuai dengan visi dan misi;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga
Lain;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Provinsi Gorontalo tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);



Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4060);

Undang-tUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548) ;

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4438 );
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kelautan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoesia Nomor 1547) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan
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atas Peraturan pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2010 Nomor 51,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5121),

Peraturan Pemerintah  Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri
Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloiaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor. 4741} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan,
Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5018);
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesaia
Nomor 5094),

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

Keputusan Presiden Repubfik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010
tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik
Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman dan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penangguiangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan
GUBERNUR GORONTALQO

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA LAIN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
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Daerah adalah Provinsi Gorontato.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Gorontalo.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah
terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga
Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Lembaga lain adalah Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah
Provinsi Gorontalo.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
serta menegakkan Peraturan Daerah.

Badan Koordinasi Penyuluhan adalah badan Koordinasi Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Gorontalo.

Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi adalah Sekretariat Dewan
Pengurus Korpri Provinsi Gorontalo.

Korps pegawai republik indinesia selanjutnya disebut KORPRI adalah
wadah untuk menghimpun  seluruh Pegawai Republik Indonesia demi
meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita
perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan
Pancasita dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral,

produktif dan bertanggung jawab.



